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Alokasi Hibah GTT Tak Kunjung Cair

KUDUS - Alokasi dana hibah untuk Guru
Tidak Tetap (GTT) dan guru Madrasah
Diniyah (Madin) di Kudus tak kunjung
bisa dicairkan. Hal itu karena terdapat
regulasi yang mengganjalnya.

Pada tahun 2016, anggaran untuk
kesejahteraan GTT ini bisa dicairkan.
Karena masuk dalam anggaran belanja

bantuan sosial. Sedangkan pada 2017, -

anggaran untuk kesejahteraan GTT ma-
suk dalam alokasi dana hibah. Menyu-
sul kemudian terbit Permendagri No-
mor 13 Tahun 2018, yang dalam salah
satu pasalnya mengatU( dana hibah ti-
dak bisa terus-menerus diberikan seti-
ap tahun.

"Jadi memang belum bisa turun kare-
na ada regulasi dari Permendagri," kata
Kepala Badan Pendapatan, Pengelola-
an Keuangan, dan Aset (BPPKAD) Ku-
dus Eko Djumartono, Minggu (19/8).

Adanya regulasi yang menghambat
cairnya alokasi dana hibah, termasuk -
untuk GTT dan guru Madin, pihak BP-
PKAD telah melayangkan surat ke Ke-
mendagri. Hal itu terkait konsultasi
boleh atau tidaknya jika dana hibah be-
rupa kesejahteraan GTT tetap dicair-
kan. :

"Kami layangkan surat ke Kemenda-
‘gri pada Juni lalu. Sampai saat ini ma-
sih belum ada jawaban. Kami tanyakan

terkait adanya kejelasan regulasi beru-
pa Permendagri yang melarang dana hi-
bah turun setiap tahun," kata Eko.
Untuk anggaran, telah disiapkan se-
besar Rp 18,4 miliar. Terdiri dari hi-
bah Forum Peduli Pendidikan Madrasah
Swasta Rp 5,9 miliar. Untuk hibah ko-
mite bantuan kesejahteraan GTT dan
Tenaga pendidik sekolah swasta seba-
nyak Rp 3,8 miliar. Terakhir diberikan
kepada TPQ, Madin, Diakonia Rp 8,5

miliar.

"Anggaran itu masih ada di kas da-
erah. Belum bisa dicairkan. Kami me-
. nunggu petunjuk dari Kemendagri,"

kata Eko. (goz)
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